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Abstract : The Complete Systematic Land Registration Program is the first simultaneous land registration activity
for all land registration objects in a village/kelurahan area which includes physical and juridical data collection.
The PTSL program is often linked to the Quality of Data available at the Land office in an effort to realize a
Complete City. The quality of the data will be categorized into fields K1, K2, K3, K4. So that to realize Indonesia
towards a complete city begins through improving the quality of land data and processing it through the Complete
Systematic Land Registration (PTSL). in the K4 category field, it is necessary to carry out data quality
improvement activities. Improving data quality is a change in Spatial and Textual Data in K4 fields to K1,2,3
fields. Improving data quality has been highlighted since the Complete Systematic Land Registration (PTSL)
program, which is one of PTSL's work that includes improving data quality, namely mapping land parcels
registered in GeoKKP where this activity is included in PTSL Cluster 4 work.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tanah merupakan kebutuhan pokok bagi manusia karena segala sesuatu yang
dilakukan oleh manusia kegiatan aktifitas manusia semuanya selalu berhubungan
dengan tanah. Seiring dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya populasi
penduduk, maka kebutuhan akan tanah semakin terus meningkat. Dengan situasi yang
seperti ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam bidang pertanahan seperti
tumpang tindih sertipikat tanah, penggarapan tanah secara ilegal serta mafia tanah.
Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka perlu adanya pengaturan
penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah sangat diperlukan. Semua bertujuan
untuk menghindari sengketa tanah dan memberikan jaminan kepastian hukum. Hal ini
sejalan dengan amanat Pemerintah di bawah Undang-Undang Ketentuan Pokok
Pertanian No. 5 Tahun 1960 (disebut juga UUPA) bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah
dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak
atas tanah. peraturan — peraturan yang dibentuk dengan peraturan pemerintah. Peraturan
pemerintah atau PP dalam hal ini adalah PP nomor 24 tahun 1997 tentang
penyelenggaraan pendaftaran tanah.

Pemerintahan Joko Widodo membawa tantangan baru bagi gerakan perubahan,
juga dalam masalah pertanahan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selaku Kementerian ATR/BPN
mengeluarkan Program yang diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018
mengenai Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) untuk mempercepat pelaksanaan
pendaftaran tanah. Jika kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap mengikuti alur,
maka dibutuhkan waktu 100 tahun untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, melalui
program PTSL ini, Kementerian ATR/BPN berupaya mencapai cita-cita tinggi dan
menaikkannya setiap tahun. Hal ini dilakukan dengan harapan pada tahun 2025 semua
bidang tanah sudah terdaftar dan bersertipikat.

Program PTSL adalah pelaksanaan pendaftaran tanah serentak yang pertama untuk
semua obyek pendaftaran tanah dalam suatu wilayah desa/kelurahan yang meliputi

pendataan fisik dan yuridis mengenai suatu bidang tanah. Melalui skema tersebut,



seluruh rakyat Indonesia akan memiliki sertifikat tanah pada tahun 2025 yang
sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Undang-Undang Pokok Pertanahan (UUPA), guna menjamin kepastian hukum
pendaftaran tanah pemerintah, maka pendaftaran tanah diselenggarakan di wilayah
negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah. yang tujuannya nanti
seluruh bidang tanah di indonesia telah terdaftar sebagai Bukti kepemilikan Tanah
berupa Sertifikat tanah dan dapat dijamin kepastian hukum hak atas tanahnya.

Mengacu pada Pedoman Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Kabupaten/Kota
Tahun 2019, kualitas data persil tanah diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kategori,
antara lain kategori 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Bagian dalam kategori pertama ( 1 ), di bawah
KW 1 adalah bidang tanah terdaftar yang dipetakan dan terintegrasi antara pendaftaran
tanah sistem GeoKKP, dokumen ukuran teks dan dokumen ukuran ruang, sedangkan
wilayah KW4-KW 6 adalah bidang tanah yang tidak terintegrasi secara keseluruhan
atau hanya satu. beberapa di antaranya terintegrasi dalam ruang antara GS/SU dan
GS/SU tekstual. Berdasarkan pengelompokan jenis data spasial, bidang tanah terdaftar
terdiri dari dua (2), yaitu bidang tanah yang belum terpetakan yaitu disebut juga dengan
KW 4, 5 dan 6) dan bidang tanah sudah terpetakan (disebut juga dengan KW 1, 2 dan
3). Maka dari itu, peningkatan kualitas data spasial KW 4, 5 dan 6 diperlukan agar
seluruh bidang tanah terpetakan.

Pada pelaksanaan PTSL terdapat kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis.
pelaksanaan dua kegiatan tersebut harus saling berkaitan. Sehingga dari keterkaitan
antara data fisik dan data yuridis dapat diketahui kualitas data yang dihasilkan pada
pelaksanaan PTSL di kantor pertanahan. Program PTSL sering dikaitkan dengan
Kualitas Data yang ada pada kantor Pertanahan dalam upaya mewujudkan Kota
Lengkap. Kualitas data tersebut akan dikategorikan menjadi bidang K1, K2, K3, K4
khususnya pada bidang K4 maka perlu dilakukan pelaksanaan kegiatan peningkatan
kualitas data. Dalam upaya menuju Kota Lengkap maka seluruh bidang tanah seperti
K4 harus terpetakan dan terbaca pada sistem basis data geospasial terkomputerisasi
Badan Pertanahan (Geo-KKP).

Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas data kerap ditemui bidang tanah yang
tidak dapat teridentifikasi pada peta pendaftaran, bila mana kita melihat SU maupun Gu
kerap pula tidak ditemui no hak, NIB, Maupun Sket lokasi bidang tanah tersebut. Oleh
karena hal tersebut maka perlu dilakukan pengecekan pada Buku tanah serta

penelusuran pada peta desa. Selanjutnya dimungkinkan pula dilaksanakan pengecekan
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lapangan untuk mengetahui posisi bidang tanah tersebut sesungguhnya sekaligus
mengecek secara langsung dilapang bidang KW 4,5,6 serta memperbaiki bidang-
bidang Anomaly. peningkatan kualitas data perlu dilakukan agar menghindari
permasalahan-permasalahan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari serta dapat
mewujudkan Kota Lengkap yang sebenarnya.

Program Kota Lengkap telah dilaksanakan diseluruh Indonesia termasuk Kota
Kediri. Kota kediri merupakan Kota dengan Luas wilayah 63,404 km2 dan terbagi
menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan
Pesantren. Dari 3 kecamatan tersebut terbagi lagi menjadi 46 kelurahan, dengan
Kecamatan Mojoroto terdiri dari 14 Kelurahan, Kecamatan Kota terdiri dari 17
Kelurahan, Kecamatan Pesantren terdiri dari 15 Kelurahan. Dalam program Kota
Lengkap, Kota Kediri telah mendeklarasikan 10 kelurahan sebagai Desa Lengkap dan
masih terdapat 36 kelurahan yang belum Dideklarasikan sebagai Desa Lengkap.
Kegiatan untuk mencapai deklarasi desa/kelurahan lengkap dijelaskan lebih lanjut
dalam Juknis PTSL 2021. DDL (Deklarasi Desa Lengkap) merupakan sebuah
desa/kelurahan yang telah terdaftar seluruh bidang tanah KW 4,5,6 serta tidak adalagi
Gap/Overlap. Kantor Pertanahan Kota Kediri masih memiliki jumlah bidang K4 yang
belum terpetakkan dengan data awal sebanyak 4.128 dan kini pada tahun 2023 bidang
K4 meningkat menjadi 4.691 karena terjadinya penghapusan pada bidang yang tidak
teridentifikasi dan tidak ditemukan arsip dokumennya dikantor pertanahan. Karena
syarat untuk Deklarasi Desa Lengkap (DDL) yaitu tidak terdapat lagi bidangan seperti
KW 4,5,6 dan semua bidang telah terpetakan dan teridentifikasi bidangnya serta data
fisik maupun yuridis telah terbaca pada GeoKKP Kantor Pertanahan dan melalui
Deklarasi Desa Lengkap ini nantinya kantor Pertanahan akan memperoleh nilai untuk
Kota Lengkap.

Deklarasi desa/kelurahan lengkap diperoleh dari terpetakannya seluruh bidang
tanah sehingga menghasilkan desa/kelurahan lengkap. Konsep dasar dalam
pembentukan kelurahan lengkap dijelaskan lebih rinci dalam Juknis PTSL 2021.
Meskipun sudah DDL pada beberapa kelurahan, namun Kelurahan yang telah
dideklarasikan ternyata masih dijumpai bidang Anomaly. Anomaly merupakan
bidangan yang telah terpetakan pada KKP namun nyatanya pada saat pengecekkan
GS/SU, bidang tersebut tidak sesuai data fisik dan yuridisnya atau tidak ada pada
GS/SU sehingga juga sering disebut sebagai Bidang Fiksi, yang dimana data fisiknya

tidak ada dilapangan. pada Kelurahan yang sudah DDL tersebut nayatanya masi juga
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ditemui anomaly data, Contoh Anomaly yang dijumpai berupa Bidangan tanah yang
bentuk serta luasannya tidak sesuai dengan Gambar Ukur (GU) maupun Surat Ukur
(SU) atau pada saat pengecekkan bidang tersebut tidak ada GU/SUnya dan juga bidang
anomaly ini juga mengalami Tumpang Tindih dengan Bidangan yang lain, adanya Gap
dan Overlap serta posisi bidangan yang tidak teridentifikasi letak posisi aslinya. Dari
Anomaly yang dijumpai ini menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan
permasalahannya, sehingga dapat meningkatkan kualitas data yang nantinya kualitas
data itu dapat membawa Kota Kediri menuju Kota Lengkap yang sebenarnya.

B. Perumusan Permasalahan

Permasalahan yang ada pada kantor pertanahan kota kediri saat ini yaitu dalam
mewujudkan kota Kediri menuju Kota Lengkap masih terdapat Banyak bidang tanah
terdaftar yang belum terpetakan (KW4-KW6), sementara beberapa bidang tanah
terdaftar yang telah digambar di peta terdaftar (KW1KW3) masih terdapat Gap/
Overlap, tumpang tindih serta anomaly bidang. Faktor-faktor yang menjadi
penghambat Kota Kediri menuju Kota Lengkap yaitu Dalam penyelesaian kota lengkap
ini yaitu :

a) Gambar Situasi (GS) ataupun Surat Ukur (SU) yang belum diupload pada
system GeoKKP sehingga harus dilakukan pengecekkan GS maupun SU secara
manual dan pada sebagian GS/SU Tahun 90an kebawah bidang yang
bersebelahan tidak tertulis nomor hak ataupun NIBnya. Dan juga GS/SU tahun
baru seperti 2019 keatas masih ada juga beberapa bidang yang tidak tertulis
Nomor hak dan NIB pada GS/SU antara bidang yang bersebelahan. Sehingga
dalam pemetaan bidang yang belum terpetakan menjadi terhambat identifikasi
letak bidang tanahnya karena belum diketahui letak pasti bidang tersebut yang
nantinya akan menghambat kota kediri menuju kota lengkap.

b) Anomaly pada bidang tanah, contohnya seperti bentuk Gambar bidang yang
terpetakan pada KKP tidak sesuai dengan GS/SU dan luasan pada KKP tidak
sama dengan GS/SU, letak bidang yang tidak berada pada letak aslinya, masih
terdapat Gap maupun Overlap serta masih terdapat bidang K4 yang belum
teridentifikasi letaknya dan belum terpetakkan pada GeoKKP kantor
pertanahan, sehingga menyebabkan kualitas data mengalami penurunan.

Dalam penelitian ini berfokus pada kegiatan pemetaan bidang KW 4,5,6 serta

mereposisi bidang yang belum berada pada letak aslinya, memetakan bidang yang telah



teridentifikasi letaknya serta memperbaiki gap maupun overlap antara bidang pada K1,

K2, K3 agar dapat memenuhi syarat NDL pada kelurahan yang akan dideklarasikan

nantinya, sehingga kantor pertanahan kota kediri dapat memenuhi target pencapain

kerja kota kediri menjadi kota lengkap.

Dari permasalahan di atas harus segera diatasi agar dapat mewujudkan Kota Kediri

menuju Kota Lengkap, maka peneliti merumuskan rumusan masalah :

1. Bagaimana kualitas data spasial bidang tanah yang terdaftar di Kantor

Pertanahan Kota Kediri?

2. Bagaimana strategi peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar

tersebut ?

3. Apa kendala yang dijumpai selama pelaksanaan pemetaan Kota Lengkap serta

solusi yang diberikan dalam peningkatan kualitas data spasial bidang tanah

terhadap 10 kelurahan yang telah dideklarasi sebagai desa lengkap tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.

b.

Mengetahui kualitas data spasial bidang tanah yang terdaftar di Kantor
Pertanahan Kota Kediri.

Mengetahui strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota
Kediri telah mengikuti ketentuan juknis dalam peningkatan kualitas data
spasial bidang tanah terdaftar.

Mencari Solusi dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas
data spasial yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Kediri

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu :

1)

2)

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan
dan pengalaman peneliti di bidang pertanahan serta memperkaya
keilmuan dan pustaka di bidang pertanahan khususnya mengenai Kota
Lengkap bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi
dan masukan Kantor Pertanahan Kota Kediri terkait pelaksanaan Kota
Lengkap serta memberikan informasi bagi masyarakat terkait

pelaksanaan Kota Lengkap di Kota kediri.



3) Kegunaan dari penelitian ini bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi acuan untuk peningkatan kualitas data bidang tanah, karena

masing-masing kantor pertanahan memiliki strategi yang berbeda.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat
diambil sebagai berikut:

1. Kondisi data spasial pada kelurahan lengkap yang pada awalnya masih terdapat
permasalahan spasial seperti: adanya bidang tanah yang mengalami gap, overlap,
anomaly bidang tanah berada diluar batas administrasi dan luas bidang tanah tidak
memenuhi syarat toleransi. Setelah dilakukan peningkatan kualitas data melalui
pelaksanaan kegiatan pemetaan bidang K4 dan mematikan BT yang telah mati serta
memperbaiki Gap dan Overlap maka dapat dilihat secara umum kondisi data spasial
mengalami peningkatan kualitas.

2. Strategi peningkatan kualitas data di Kantor Pertanahan Kota Kediri dilaksanakan
dengan tahapan : a) Inventarisasi data spasial dan data tekstual, b) Identifikasi Lapang
dan pengambilan koordinat bidang tanah, c) Digitalisasi dan overlay peta
pendaftaran, d) Pemetaan bidang tanah, e) Validasi data spasial dan data
tekstual.dengan menggambil sampel pada Kelurahan Mrican mengalami peningkatan
kualitas data. Bidang pada kelurahan Mrican yang dimana mengalami peningkatan
307 bidang tanah terdaftar dengan kualitas K4 meningkat menjadi KW 1&2.

3. Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan yaitu pada saat tahap pelaksanaan
dan tahap penetapan. a) Pada tahap pelaksanaan kendala yang dihadapi pada
pelaksanaan kegiatan inventarisasi, pengecekan lapangan, pemetaan dan validasi
persil, validasi buku tanah dan surat ukur,dan digitalisasi. Kantor Pertanahan Kota
Kediri berupaya mengatasi kendala yang dihadapi dengan melakukan pengiputan dan
update data terhadap data bidang tanah yang belum sesuai dan melakukan pemetaan
persil terhadap seluruh biang tanah agar terbentuk kelurahan lengkap. b) Pada tahap
penetapan untuk deklarasi kelurahan lengkap jumlah NIS tidak boleh melebihi 10%
dari jumlah luas NIB. Pada kantor pertanahan untuk jumlah NIS telah sesuai, tidak
melebihi 10%.

B. Saran

1. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap kesesuaian bidang tanah yang sudah

terpetakan dengan keadaan dilapangan pada kelurahan lengkap. Hal tersebut

dilakukan untuk meningkatkan kualitas data bidang tanah yang akurat dengan

55



membandingkan data bidang tanah yang sudah terpetakan di peta pendaftaran dengan
data bidang tanah hasil pengecekan di lapangan.

. Untuk meminimalisir hilanganya arsip pada kantor pertanahan Kota Kediri, maka
perlu dilakukan perbaikan sistem peminjaman arsip yang lebih tertib yaitu dari sistem
manual ke elektronik.

. Pelayanan pertanahan dimasa yang akan mendatang berbasis elektronik maka perlu
dilakukan percepatan digitalisasi arsip, baik Buku Tanah, Gambar Situasi/Surat Ukur

maupun peta-peta pendaftaran analog.
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